1. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN AKTA DI
BAWAH TANGAN

A. TUJUAN
1 Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1 Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA dalam

penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Pengesahan akta di bawah tangan adalah pengesahan yang dilakukan oleh
pengadilan atas akta yang dibuat oleh Kepala Desa/Kepala Lurah, dengan cara
membuat catatan untuk tujuan tertentu (pengambilan uang di bank), lalu

ditandatangan oleh Ketua Pengadilan kemudian dibubuhi stempel.

D. RUANG LINGKUP
Standar pelayanan pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses Standar

Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA

E. DASAR HUKUM
1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2012 Tentang Hak-hak
Kepaniteraan dan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Rl No 5



Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012
Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No 57 / KMA/SK/IH/2019 Tentang
Pentunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP dilingkungan MARI dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya.

Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK//HM02.3/2/2018 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negen Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
Tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum  Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

PRODUK PELAYANAN
Pencatatan dan penyerahan akte dibawah tangan.
SARANA PRASARANA
Printer, Komputer dan jaringan.
KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan memahami SOP dan
Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A
PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan.
KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standar pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan.
JANGKA WAKTU
Selama satu hari kerja terhitung sejak berkas lengkap.
SYARAT-SYARAT
1 Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Fc. Kartu Keluarga (KK).



Fc. Akta Kelahiran para ahli waris.
Fc. Surat Nikan/Akta Perkawinan.
Fc. Akta Kematian.

Surat pernyataan para ahli wans.

Surat Keterangan Waris

Surat Kuasa Ahli Waris
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Fc. Sertipikat (kalau untuk mengambil uang Fc Buku Rekening).

M. BIAYA ATAU TARIF
Pencatatan akta dibawah tangan------------- Rp 10.000,00



PENGESAHAN AKTA DI BAWAH TANGAN

Petugas PTSP menerima pemohon dengan 5 S
Memberi hormat tangan dua di depan dan menyatakan selamat...

\J

Petugas PTSP menanyakan keperluan pemohon
“ada yang bisa kami bantu?"

*

Petugas PTSP memberikan template permohonan

Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan sesuai ceklist, setelah
lengkap persyaratan, diberikan biaya yang harus dibayar sebagaimana tertera dalam tanda
terima

t

Pembayaran dilakukan oleh pemohon di kasir lalu Tanda terima dicap kasir sebagai bukti

telah dibayar lalu pemohon menyerahkan tanda terima tersebut ke PTSP

t

Petugas PTSP membuat catatan pada surat keterangan waris untuk tindakan tertentu yang

dimohonkan Pemohon (pengambilan uang di Bank)

Lalu petugas PTSP menyerahkan hermohonan keterangan waris kepada Panmud untuk
diparaf lalu diteruskan kepada Panitera untuk diparaf

t

Surat Keterangan waris yang telah dibuat catatan dan telah diparaf diserahkan kepada KPN
untuk ditandatangani

T

KPN melakukan pemeriksaan bukti surat dan identitas pemohon yang dihadiri Pemohon,

dan hal lain yang dianggap perlu oleh KPN

t
Surat keterangan waris yang telah ditandatangani dikembalikan kepada Petugas PTSP

*

Petugas PTSP menyerahkan Produk pelayanan kepada pemohon

T
SELESAI



